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ABSTARAK

Penyeclesaian Peralihan Sengketa Tanah Terkait Kepemilikan Hak Atas
Tanah (Putusan PN Palembang 198/Pdt.G/2023/PN PLG) Yang
Memberikan Kepastian Hukum

M HAIDIR MAULANA

Abstrak:

Tanah memiliki keterkaitan mendalam dengan kehidupan manusia, baik

sebagai tempat tinggal maupun tempat beraktivitas. Selain itu, tanah juga berkaitan
dengan hak kepemilikan yang sangat penting, yang dapat berpindah melalui
beberapa metode. Peralihan hak atas tanah mencakup berbagai cara seperti jual beli,
penyewaan, hibah, pewarisan, pertukaran, dan pengalihan hak berdasarkan putusan
pengadilan. Proses peralihan ini membutuhkan dokumentasi yang sah, seperti akta
notaris dan pendaftaran di kantor pertanahan untuk memastikan keabsahan hukum.
Jual beli tanah, sebagai bentuk transaksi yang paling umum, diatur oleh hukum baik
dalam hukum perdata maupun hukum adat, dengan ketentuan yang mengharuskan
penyusunan akta dan pendaftaran di kantor pertanahan untuk menjamin kepastian
hukum. Dalam hal ini, hukum adat mengatur bahwa transaksi jual beli hanya sah
jika dilakukan secara nyata dan dihadiri oleh saksi-saksi yang sah. Pendaftaran
tanah juga menjadi hai yang krusial untuk memberikan jaminan kepastian hukum,
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, proses
jual beli tanah melibatkan pembayaran pajak seperti PPh dan BPHTB serta
verifikasi sertifikat tanah yang dilakukan melalui kantor pertanahan.

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi sengketa mengenai peralihan hak
atas tanah. Salah satu contoh adalah putusan Pengadilan Negeri Palembang dengan
nomor 198/Pdt.G/2023/PN PLG, yang menunjukkan bagaimana sengketa
kepemilikan hak atas tanah dapat diselesaikan melalui proses hukum. Dalam
penelitian ini, akan dibahas mengenai penyelesaian peralihan hak atas tanah dalam
kasus tersebut serta pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa kepemilikan
hak atas tanah, guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang terlibat.
Bagaimana cara penyelesaian peralihan kepemilikan hak atas tanah dalam studi
kasus putusan PN Palembang (198/Pdt.G/2023/PN PLG), serta pertimbangan
hakm? dalam memutus sengketa kepemilikan hak atas tanah. Berdasarkan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa tanah dinyatakan secara

verstek dikarenak i i : :
seksi-saksi yang aeclir; .karena ketidakhadirannya tergugat dan telah dipenuhi dengan

Kata kunci : Penyelesaian, hak tanah, hak milik.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan manusia. Ini

ialah tempat dimana manusia tinggal dan beraktivitas, dan bahkan setelah

meninggal, manusia akan kembali ke tanah. Di samping itu, tanah secara intrinsik

berkaitan dengan konsep hak kepemilikan atas sebuah wilayah tertentu.

Pengalihan hak atas tanah melibatkan proses pemindahan kepemilikan

atau hak penggunaan dari satu pihak kepada pihak lain. Proses ini bisa dijalankan

dengan beragam cara, baik secara sukarela, melalui kesepakatan bersama, atau

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode umum untuk

pengalihan hak atas tanah mencakup:

a.

d.

Penjualan: Ini ialah metode yang paling sering dipakai, di mana pemilik
tanah menyerahkan hak kepemilikan kepada pihak lain dengan imbalan
pembayaran. Proses ini umumnya melibatkan akta notaris, dan harus dicatat
secara resmi oleh otoritas pemerintah yang relevan untuk memvalidasi
perubahan kepemilikan.

Sewa: Meskipun tidak menghasilkan pengalihan kepemilikan secara
permanen, sewa mengizinkan sebuah pihak untuk memanfaatkan tanah
tersebut untuk jangka waktu tertentu berdasarkan ketentuan perjanjian sewa.
Pemberian Hibah: Pemilik tanah bisa mentransfer hak atas tanah pada pihak
lainnya secara cuma-cuma lewat hibah. Proses ini biasanya perlu akta hibah
yang sah dan pendaftaran sebagai memvalidasi.

Warisan: Hak kepemilikan tanah bisa diwariskan kepada ahli waris
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berdasarkan hukum waris, yang mengatur bagaimana hak didistribusikan
berdasarkan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

e. Pertukaran: Dalam kondisi tertentu, pemilik tanah bisa menukarkan tanah
mereka dengan orang lain melalui perjanjian pertukaran yang sah secara
hukum. Pengalihan Atas Perintah Pengadilan: Dalam situasi tertentu, seperti
sengketa hukum atau keputusan pengadilan, hak atas tanah bisa dialihkan

berdasarkan keputusan pengadilan.

Umumnya, pengalihan hak atas tanah wajib didukung dengan
dokumentasi resmi misalnya akta notaris dan didaftarkan ke kantor pertanahan
ataupun otoritas terkait sebagai bukti jika kepemilikan baru diakui secara resmi

dan sah dalam catatan tanah.

Salah satu cara untuk memperoleh hak atas tanah yakni dengan
mekanisme jual beli. Dalam ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli
diartikan sebagai sebuah perjanjian yang mana satu pihak berkomitmen untuk
menyerahkan sebuah barang, sementara pihak yang lain berkomitmen untuk
membayar harga yang sudah disetujui. Selain pengaturan dalam KUHPerdata,
praktik jual beli juga diatur dalam sistem hukum adat. Dalam kerangka hukum
adat, hak atas tanah bisa dialihkan atau berpindah tangan kepada pihak lain.
Umumnya, pelaksanaan jual beli tanah menyebabkan perubahan status
kepemilikan tanah kepada pihak pembeli dari pihak penjual, sebuah proses yang

dikenal dengan istilah jual lepas.

Perjanjian jual beli yang dimaksud ialah perjanjian timbal balik dalam
bentuk lengkapnya, di mana baik pembeli ataupun penjual memiliki hak serta
tanggung jawab yang saling berhubungan. Kontrak jual beli yang sah serta

mengikat secara hukum umumnya diformalkan dalam bentuk tulisan sering kali
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sebagai akta notaris yang menguraikan seluruh ketentuan dan syarat transaksi
yang relevan. Ini sebagai bukti jika hak serta kewajiban kedua belah pihak
didefinisikan dengan jelas serta dilindungi secara hukum, sehingga

memungkinkan perjanjian tersebut ditegakkan di pengadilan jika diperlukan.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Agraria mengamanatkan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk menjamin
kepastian hukum. Tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah tersebut dirinci lebih
lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah.

Menurut Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria,
Pelaksanaan jual beli tanah wajib disahkan dengan pembuatan akta autentik yang
dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai bukti hukum yang sah..
Untuk memastikan kepastian hukum serta ketertiban transaksi tanah, proses ini
hanya berlaku untuk tanah yang telah didaftarkan secara resmi serta diakui
berdasarkan hak kepemilikannya yakni tanah yang dibuktikan dengan bukti

kepemilikan hak atas tanah yang sah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan, setiap proses
peralihan hak atas tanah wajib dijalankan melalui penandatanganan akta yang
dibuat oleh PPAT. Setelah akta tersebut ditandatangani, proses selanjutnya ialah
mendaftarkan peralihan hak tersebut ke Kantor Pertanahan agar memperoleh
bukti hukum yang sah terkait perubahan status hak atas tanah tersebut. Apabila
peralihan hak atas tanah dijalankan tanpa pembuatan akta oleh PPAT, maka
proses tersebut secara hukum dianggap tidak sah sebab tidak sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Dalam sebuah transaksi jual beli, ada dua pihak utama yang terlibat:
pembeli dan penjual, yang mana tiap-tiap pihak memiliki hak serta kewajiban
yang beda. Bergantung pada konteksnya, satu pihak bisa memikul tanggung
jawab, sementara dalam kasus lain, keterlibatan mereka diatur oleh perjanjian

atau kontrak jual beli (werdering overeenkomst).

Transaksi jual beli tanah dalam kerangka hukum adat Indonesia menganut
asas konkret atau nyata, yang menekankan pelaksanaan perjanjian secara konkret
dan praktis. Menurut asas ini, sebuah transaksi dianggap sah dan bisa
dilaksanakan hanya jika dijalankan secara langsung dan tampak. Elemen-elemen
utama dari sistem transaksi tanah adat meliputi Asas Nyata atau Konkret,
Pertukaran Aktual, Dokumentasi Minimal, Kehadiran Saksi, dan Pengakuan dan
Pengesahan Masyarakat. Memahami dan menghormati kerangka hukum adat ini
sangat penting, terutama ketika menangani masalah pertanahan di sejumlah
daerah yang menjunjung tinggi adat istiadat tersebut, mempraktikkan hukum
adat. Pelaksanaan yang terbuka dan berlandaskan pada nilai-nilai serta kebiasaan
lokal bisa berperan penting dalam mencegah terjadinya konflik serta mempererat

hubungan harmonis di antara anggota komunitas adat.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, ayat 1 (1) menyatakan:

“Setiap peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan di kantor pertanahan.
Pendaftaran ini bertujuan untuk mencatat perubahan hak atas tanah agar sah dan
diakui secara hukum.”

Dalam kehidupan masyarakat, jual beli termasuk metode yang paling

sering digunakan untuk memindahkan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah

sendiri termasuk sebuah perbuatan hukum yang dijalankan secara sadar dan

L \dris Zainal, 2011, Ketentuan Jual Beli Menurut Hukum Perdata, Fakultas Hukum Usu,
Medan, h.36



5

bertujuan untuk mengalihkan hak kepemilikan tanah dari pemilik sebelumnya

kepada pihak lain.

Terdapat sejumlah tahapan yang perlu dilalui sebelum transaksi Dalam

kegiatan jual beli tanah dapat dilaksanakan, yakni:
1. Pengecekan Sertifikat :

Melakukan verifikasi terhadap keaslian dan validitas sertifikat tanah
dengan mendatangi dan memeriksanya secara langsung di kantor pertanahan
yang memiliki kewenangan resmi untuk menerbitkan dan mengesahkan

dokumen pertanahan.
2. Pelunasan Pajak :

Semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi jual beli tanah dan
bangunan wajib menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak yang timbul

dari proses tersebut.

- Pajak Penjual (PPh):

Dihitung seperti berikut:

NJOP/harga jual x 5%.

- Pajak Pembeli (BPHTB) :

Dihitung sebagai berikut:

{NJOP/harga jual — nilai tidak kena pajak} x 5%.

Tahapan verifikasi atas kepemilikan tanah mencakup berbagai unsur,

antara lain:

a. Penerbitan sertifikat tanah adat (tanah ulayat).
b. Pendaftaran tanah adat sebelumnya.

c. Manajemen sertifikat.



d. Pendaftaran tanah.
Prosedur jual beli tanah mencakup dokumen-dokumen berikut:

a. Kartu Keluarga (KK).

b. Surat persetujuan dari suami atau istri bagi yang sudah menikah.

c. Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan atau pajak terkait, terutama bagi
mereka yang sudah berkeluarga.

d. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

e. Sertifikat asli hak atas tanah yang akan dijual.
Untuk calon pembeli, akta jual beli harus terdiri dari

a. Kartu Keluarga (KK) dan,

b. Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dalam kegiatan jual beli rumah atau tanah, yang menjadi objek transaksi
sebenarnya bukanlah rumah atau tanah dalam bentuk fisiknya, tetapi hak atas
rumah dan tanah tersebut. Hal itu sejalan dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Pokok Agraria (UUPA), yang mengatur bahwa hak milik dengan
pengecualian terhadap tanah transmigrasi, tanah wakaf, hak guna bangunan, dan
usaha bisa dialihkan melalui proses jual beli. Dalam praktiknya, semua pihak
yang terlibat sebagai subjek hukum dalam jual beli ini ialah perseorangan, yakni
penjual dan pembeli. Namun, apabila transaksi melibatkan badan hukum, maka
badan hukum tersebut wajib menunjuk seorang kuasa resmi yang berwenang
bertindak atas nama badan hukum itu dalam kapasitas sebagai pembeli maupun
penjual. sebuah transaksi jual beli baru dinyatakan sah apabila sesuai dengan
ketentuan terkait syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP

Perdata serta dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 123/K/Sip/1970, yakni:

a. Menyediakan persyaratan yang jelas, nyata, dan bisa dibayar.



b. Kesepakatan bersama terkait cara transaksi jual beli dilaksanakan.

c. Memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan yang harus dipenuhi oleh
pembeli agar dapat secara sah memperoleh hak kepemilikan atas tanah yang
dibelinya;

d. Memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam transaksi hukum tersebut
memiliki kemampuan hukum (legal capacity) dan kecakapan yang memadai

untuk melakukan tindakan hukum tersebut;

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam UUDN RI Tahun 1945,
pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-undang ini
dimaksudkan untuk memberi jaminan kepastian hukum terkait dengan
kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat. Sebagai upaya untuk merealisasikan
tujuan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA pemerintah
diwajibkan untuk menjalankan program pendaftaran tanah secara sistematis.
Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa: Pemerintah akan mengadakan
pendaftaran tanah di semua wilayah di Indonesia untuk menjamin kepastian

hukum dengan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, hak atas tanah di dalam UUPA dibagi dua kategori utama.
Pertama, hak atas tanah primer, yakni hak-hak yang memberi kewenangan
langsung pada perorangan maupun badan hukum untuk menguasai atau
mempunyai tanah dalam jangka waktu yang panjang secara permanen. Kedua,
hak atas tanah sekunder, ialah hak-hak yang memungkinkan badan hukum atau
individu untuk menguasai ataupun mempunyai tanah juga secara tetap, namun
hak itu mempunyai karakteristik bisa dipindahkan ke pihak lainnya atau

diwariskan pada ahli waris berdasarkan ketentuan hukum yang diberlakukan.
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Di dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), ada beberapa hak atas

tanah yang tergolong dalam kategori hak primer, yakni:

a. Hak Pakai (HP)
b. Hak Guna Usaha (HGU)
¢. Hak Guna Bangunan (HGB)

d. Hak Milik atas tanah (HM)

Selain hak-hak pokok atas tanah yang sudah diuraikan sebelumnya, ada
juga hak-hak sekunder atas tanah. Hak-hak sekunder ini mempunyai sifat
sementara, sebab keberlakuannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan
umumnya diberikan kepada pihak yang berbeda dari pemegang hak utama.
Pengaturan terkait hal itu tercantum dalam Pasal 53 UUPA, yang secara khusus

mengatur terkait hak-hak sementara atas tanah, seperti di antaranya:

a. Hak untuk menyewa properti
b. Hak gadai
¢. Hak untuk menyewa lahan pertanian.

d. Hak untuk memanfaatkan hasil

Hak atas tanah ialah kewenangan yang melekat pada pemilik tanah untuk
menjalankan penggunaan atau pemanfaatan atas tanah tersebut sesuai ketentuan
hukum. Istilah “mempergunakan” tanah merujuk pada aktivitas pemanfaatan
tanah untuk tujuan pembangunan fisik, seperti mendirikan rumah, gedung, atau
fasilitas lainnya. Sementara itu, "mengambil manfaat" dari tanah mengandung
makna penggunaan tanah untuk kegiatan non-pembangunan, seperti bercocok
tanam dalam bidang pertanian, melaksanakan budidaya perikanan, mengelola

peternakan, atau mengembangkan usaha perkebunan.

Salah satu perkara yang sudah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri
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Palembang ialah perkara dengan nomor registrasi 198/Pdt.G/2023/PN PLG, yang

diperiksa dan diadili di yurisdiksi hukum wilayah Sumatera Selatan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proses pemindahan hak
kepemilikan atas tanah melibatkan berbagai metode penyelesaian sengketa.
Berdasarkan hal tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji lebih lanjut
mengenai tema '‘Penyelesaian Peralihan Sengketa Tanah Terkait
Kepemilikan Hak Atas Tanah (Putusan PN Palembang 198/Pdt.G/2023/PN
PLG) Yang Memberikan Kepastian Hukum.""

B. Permasalahan
1. Bagaimana cara penyelesaian peralihan kepemilikan hak atas tanah dalam
studi kasus putusan PN Palembang (198/Pdt.G/2023/PN PLG)?
2. Pertimbangan hakim dalam memutus sengketa kepemilikan hak atas tanah

dalam studi kasus PN Palembang (198/Pdt.G/2023/PN PLG)?
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C. Ruang Lingkup dan Tujuan
Pada kajian ini, penulis membuat batasan ruang lingkup pembahasan
dengan memfokuskan perhatian pada mekanisme penyelesaian peralihan hak
kepemilikan tanah, terutama yang berlangsung di wilayah hukum Pengadilan
Negeri Palembang. Selain itu, kajian ini turut membuka kemungkinan untuk
mengulas aspek-aspek lain yang masih mempunyai keterkaitan erat dengan
pokok permasalahan tersebut. Adapun tujuan dari kajian ini ialah untuk
memperoleh pemahaman mengenai:
a. Penyelesaian proses peralihan kepemilikan hak atas tanah dalam kasus
keputusan PN Palembang (198/Pdt. G/2023/PN PLG).
b. Aspek-aspek yang menjadi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan
sengketa kepemilikan hak atas tanah.
Penulis berharap bahwa hasil dari kajian ini bisa memperkaya wawasan
pribadi serta memberi kontribusi pemikiran, terutama dalam ranah Hukum Pidana
dan Hukum Perdata, sebagai wujud nyata dari dedikasi dan pengabdian kepada

almamater.

D. Kerangka konseptual

Agar pembahasan pada kajian ini menjadi lebih jelas dan terstruktur,
penting untuk menjelaskan beberapa definisi operasional yang berkaitan dengan
istilah-istilah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, di antaranya:

1. Peralihan yakni sebuah perubahan atau proses yang terjadi ketika seseorang
atau sesuatu berpindah dari satu kondisi atau keadaan menuju kondisi atau

keadaan yang berbeda.?

2 Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia
https://kbbi.web.id/peralihan, h.40
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2. Hak termasuk kekuasaan atau wewenang yang diberikan untuk menerima
atau melaksanakan sebuah tindakan tertentu yang seharusnya hanya bisa
diterima atau dijalankan oleh pihak tertentu, yang tidak bisa dijalankan oleh
pihak lain mana pun, dan dalam kondisi tertentu bisa dipaksakan oleh pihak
yang mempunyai hak tersebut.?

3. Hak milik ialah hak yang paling kuat, penuh, dan bisa diwariskan secara
turun-temurun yang bisa dimiliki oleh seseorang atas tanah, dengan
memperhatikan ketentuan dalam Pasal 6 yang menekankan adanya fungsi
sosial dari hak tersebut.

4. Sengketa merujuk pada keadaan atau situasi yang timbul akibat adanya
perbedaan pendapat, konflik, pertentangan, atau perdebatan antara pihak-
pihak yang terlibat, yang bisa mencakup kasus yang dibawa ke pengadilan
untuk penyelesaian lebih lanjut.*

5. Kepastian ialah sebuah bentuk jaminan bahwa hukum akan dilaksanakan
dengan benar, bahwa pihak yang berhak menurut hukum bisa mendapat
haknya sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan bahwa setiap keputusan

hukum yang diambil bisa dilaksanakan tanpa hambatan.’

E. Review Studi Terdahulu Yang Relevan
Hal itu dimaksudkan untuk memberi konteks dan dasar teori yang
mendasari pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam subbab ini,
penulis diharapkan untuk mengidentifikasi, menginterpretasikan, serta
mengevaluasi hasil-hasil studi terdahulu yang mempunyai relevansi dengan

kajian yang akan di laksanakan penulis, baik yang berhubungan tidak langsung

* Ibid, h. 514
* 1bid, h. 1413
% Mertokusumo Sudikno, 2007, Teori Kepastian Hukum, Surakarta, h. 160



12

ataupun langsung. Penulis juga diharuskan untuk menunjukkan bagaimana hasil
studi terdahulu membentuk landasan untuk penelitian yang sedang dilakukan,
serta menerangkan bagaimana penelitian yang diusulkan bisa mengisi celah yang

ada atau memberi kontribusi baru.

F. Metode Penelitian
a. Jenis dan sifat penelitian
Studi ini termasuk dalam kategori penelitian hukum sosiologis, yang
sifatnya deskriptif, dan bertujuan untuk menggambarkan secara
mendalam terkait proses peralihan hak atas tanah. Fokus utama dari studi
ini ialah untuk mengevaluasi apakah proses peralihan hak kepemilikan
tanah yang terjadi melalui jual beli bisa memberi kepastian hukum.
Kajian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, melainkan
lebih kepada memberi pemahaman yang lebih jelas tentang fenomena
yang diteliti.
b. Jenis data

Dalam penelitian hukum, terdapat pula data sekunder yang bisa
dikelompokkan menurut tingkat kekuatan mengikatnya. Data sekunder
ini menurut Mohammad Radhi bisa dibedakan dengan cara, yakni:
a. bahan hukum primer

1. ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2. kaidah atau norma dasar, yakni Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia 1945.
3. yurisprudensi.
4. bahan hukum yang tidak bisa dikodifikasikan, seperti hukum adat

dan kebiasaan.
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5. traktat

6. peraturan perundang-undangan, yakni peraturan pemerintah,
peraturan presiden, undang-undang dan peraturan yang setara,
peraturan-peraturan daerah.

7. bahan-bahan hukum peninggalan penjajah yang sampai saat ini
masih digunakan seperti KUH Pidana, KUH Perdata, serta yang
lainnya.

b. Bahan hukum sekunder merujuk pada sumber hukum yang
menerangkan atau uraian lebih lanjut terkait bahan hukum primer,
misalnya hasil penelitian, karya tulis dari para ahli hukum, rancangan
undang-undang, serta beragam dokumen lain yang berfungsi untuk
memperdalam pemahaman terhadap aturan atau ketentuan hukum
yang berlaku.

c. Bahan hukum tersier yakni sumber hukum yang memberi penjelasan
atau Klarifikasi terkait bahan hukum primer serta sekunder. Bahan
hukum tersier yang dipakai pada kajian ini yakni ensiklopedia, kamus
hukum, serta sumber lain yang berfungsi sebagai referensi tambahan
untuk memahami materi hukum yang lebih utama atau sekunder.®
Dalam penelitian, terdapat perbedaan diantara data yang didapat
melalui sumber pustaka dan data yang dikumpulkan secara langsung
dari masyarakat Menurut Soerjono Soekanto,, yakni:

a. Data primer merupakan informasi yang didapat dari sumber aslinya
secara langsung, yakni melalui pengamatan atau penelitian

terhadap perilaku masyarakat. Data ini berasal dari interaksi

¢ Mohammad Radhi, Pengertian dan Tujuan Metode Penelitian Hukum Menurut Ahli dari
https://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-dan-tujuan-metode-
penelitian.html, pada tanggal 24 april 2025, pukul 18.34WIB



https://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-dan-tujuan-metode-penelitian.html
https://meaningaccordingtoexperts.blogspot.com/2017/04/pengertian-dan-tujuan-metode-penelitian.html
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langsung dengan objek atau subjek yang diteliti.

b. Data sekunder merujuk pada informasi yang mencakup beragam
dokumen resmi, hasil penelitian yang sudah dipublikasikan dalam
bentuk laporan, serta bahan-bahan tertulis lainnya seperti buku
harian atau arsip. Data ini didapat bukan dari sumber asli langsung,
tetapi dari pengumpulan dan analisis data yang sudah ada.’

Adapun data yang dipakai pada studi ini ialah :

1. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan
yang disusun dengan cara yang terstruktur dan sistematis,
mencakup beragam peraturan penting seperti Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur tentang Kekuasaan
Kehakiman, khususnya Pasal 28 yang mengatur terkait Hak Asasi
Manusia, Pasal 177 ayat (1) KUHAP, Pasal 51 huruf b KUHAP,
serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2. Bahan hukum sekunder mencakup beragam sumber yang berisi
pandangan atau opini hukum, seperti laporan hasil penelitian,
buku, artikel ilmiah, publikasi daring, berbagai dokumen tertulis,
dan pemberitaan di surat kabar.

c. Teknik pengumpulan data
Teknik pengumpulan information, dijalankan dengan cara:
a. Penelitian kepustakaan (Library Investigate)

Penelitian kepustakaan dilaksanakan dengan mempelajari informasi

” Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia ( Ul - Press),
Jakarta, 1986, h. 11
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sekunder yang mencakup bahan hukum primer yakni peraturan
perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari karya
ilmiah, makalah, laporan penelitian, serta literatur, serta bahan
hukum tersier yang mencakup data statistik, dan ensiklopedia yang
berkaitan dengan topik kajian ini, kamus hukum, kamus Bahasa

Belanda, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Indonesia.

b. Teknik pengolahan information

Pengolahan informasi  dijalankan melalui  langkah-langkah
pemrosesan dan analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan
dalam bentuk teks. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan
pembentukan informasi tersebut secara kualitatif, guna menghasilkan

sebuah kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika penulisan

Struktur penulisan dibagi ke dalam empat bab utama seperti berikut:

BAB |

BAB 11

PENDAHULUAN

Bab ini memuat subbab penting, yakni: uraian latar belakang
yang menjelaskan alasan dan konteks penelitian, identifikasi
permasalahan yang menjadi fokus kajian, batasan ruang lingkup
dan tujuan penelitian, penyusunan kerangka konseptual sebagai
dasar pemikiran, tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya yang
memiliki relevansi, penjelasan mengenai metode penelitian
yang digunakan, serta gambaran sistematika penulisan yang
menjadi struktur laporan penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan teori mengenai definisi dan



BAB 111
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pengertian hak milik, berbagai jenis hak atas tanah, serta kajian
umum yang bersumber dari literatur, kutipan buku, dan
peraturan  perundang-undangan yang relevan  dengan
penyusunan pembahasan.

PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang mekanisme peralihan sengketa
mengenai hak atas tanah, serta meninjau bagaimana
pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut

berdasarkan prinsip kepastian hukum.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan serta saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
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